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WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR  34   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  

NOMOR  7  TAHUN 2015 

TENTANG  

BANGUNAN GEDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 

6/PRT/M/2017 dan  Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dipandang 

sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960  Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6018); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3244); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3838); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28   

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia      

Nomor 4532); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen 

Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 

29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis 

Bangunan Gedung; 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung; 

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun     

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 

2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Madiun Nomor 5); 

21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2016 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Madiun Nomor 35); 

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C); 
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23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Madiun Nomor 39); 

24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 7    TAHUN 

2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 5/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 35) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan 

diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka 

yakni angka 5a, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Madiun  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.  
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3. Walikota adalah Walikota Madiun.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Madiun.  

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 

Madiun. 

5a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya 

disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun. 

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.  

8. Bangunan Gedung  Tertentu adalah bangunan 

gedung yang digunakan untuk kepentingan umum 

dan bangunan gedung  fungsi khusus, yang dalam 

pembangunan dan/atau pemanfaatannya 

membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau 

memiliki kompleksitas tertentu yang dapat 

menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat 

dan lingkungannya.  

9. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari 

fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan 

tingkat persyaratan administratif dan persyaratan 

teknisnya.  

10. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang 

persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang 

diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi 

tertentu.  
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11. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya 

disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Madiun kepada pemilik bangunan 

gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 

bangunan gedung sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.  

12. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan 

gedung kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.  

13. Garis Sempadan Bangunan Gedung  adalah garis 

maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum 

diperkenankannya didirikan bangunan gedung, 

dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau 

tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis 

sempadan pagar atau batas persil atau tapak.  

14. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat 

KDB, adalah angka persentase perbandingan antara 

luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan.  

15. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya 

disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan 

antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas 

tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 

dan lingkungan.  

16. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat 

KDH, adalah angka persentase perbandingan antara 

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung  

yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 

dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan.  
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17. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya 

disingkat KTB, adalah angka persentase 

perbandingan antara luas tapak basemen dan luas 

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan.  

18. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan 

sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan 

standar metode uji baik berupa Standar Nasional 

Indonesia maupun Standar Internasional yang 

diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung.  

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya 

disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang 

wilayah kota yang telah ditetapkan dengan 

peraturan daerah.  

20. Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya 

disebut RDTR, adalah penjabaran dari Rencana Tata 

Ruang Wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan 

kawasan perkotaan.  

21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur 

tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan 

ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan 

zonanya dalam rencana rinci tata ruang.  

22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang 

selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan 

rancang bangun suatu kawasan untuk 

mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat 

rencana program bangunan dan lingkungan, 

rencana umum dan panduan rancangan, rencana 

investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan.  

23. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 

pembangunan bangunan gedung yang meliputi 

proses perencanaan teknis dan pelaksanaan 

konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian 

dan pembongkaran bangunan gedung.  
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24. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar 

teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang 

mengikuti tahapan prarencana, pengembangan 

rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri 

atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana 

mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, 

rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana 

spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan 

perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan 

standar teknis yang berlaku.  

25. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim 

Ahli Bangunan gedung yang disusun secara tertulis 

dan profesional terkait dengan pemenuhan 

persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam 

proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, 

maupun pembongkaran bangunan gedung.  

26. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan 

memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan 

fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan 

pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara 

berkala.  

27. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan 

keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, 

komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana 

dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna 

menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.  

28. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung 

yang memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan 

gedung  yang ditetapkan.  

29. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 

bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya 

agar selalu laik fungsi.  

30. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, 

bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana 

agar bangunan gedung  tetap laik fungsi.  
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31. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, 

serta pemeliharaan bangunan gedung dan 

lingkungannya untuk mengembalikan keandalan 

bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau 

sesuai dengan keadaan menurut periode yang 

dikehendaki.  

32. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dan 

dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, 

memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk 

aslinya.  

33. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau 

merobohkan seluruh atau sebagian bangunan 

gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 

prasarana dan sarananya.  

34. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, 

penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan 

gedung.  

35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan 

hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang 

menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan 

gedung.  

36. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik 

bangunan gedung dan/atau bukan pemilik 

bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan 

pemilik bangunan gedung, yang menggunakan 

dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian 

bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 

ditetapkan.  

37. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung  

adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan 

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi 

bidang bangunan gedung, meliputi perencana 

teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/ 

manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis 

bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi 

lainnya.  
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38. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat TABG, adalah tim yang terdiri dari para 

ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan 

gedung untuk memberikan pertimbangan teknis 

dalam proses penelitian dokumen rencana teknis 

dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk 

memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 

penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang 

susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per 

kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan 

gedung tertentu tersebut.  

39. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan 

hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi 

yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, 

termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat 

ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan 

bangunan gedung.  

40. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan 

masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak 

dan keinginan masyarakat untuk memantau dan 

menjaga ketertiban, memberi masukan, 

menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta 

melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan 

penyelenggaraan bangunan gedung.  

41. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang 

diadakan untuk mendengarkan dan menampung 

aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, 

pertimbangan maupun usulan dari masyarakat 

umum sebagai masukan untuk menetapkan 

kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung.  

42. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan bangunan gedung  yang 

diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili 

kelompok dalam mengajukan gugatan untuk 

kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili 

pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta 

atau dasar hukum antara wakil kelompok dan 

anggota kelompok yang dimaksud.  
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43. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan 

pengawasan dalam rangka mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik sehingga setiap 

penyelenggaraan bangunan gedung dapat 

berlangsung tertib dan tercapai keandalan 

bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, 

serta terwujudnya kepastian hukum.  

44. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan 

peraturan perundang-undangan, pedoman, 

petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung 

sampai di daerah dan operasionalisasinya di 

masyarakat.  

45. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk 

menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, 

kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan 

gedung dan aparat Pemerintah Daerah dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung.  

46. Pengawasan adalah pemantauan terhadap 

pelaksanaan penerapan peraturan perundang-

undangan bidang bangunan gedung dan upaya 

penegakan hukum. 

 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 21 diubah 

dan ayat  (5) dihapus, sehingga Pasal 21 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

 

(1)   Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan 

administratif dilaksanakan oleh Dinas PM, PTSP, 

KUM. 

(2)  Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan penilaian/evaluasi oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Tata Ruang untuk dijadikan bahan 

persetujuan pemberian IMB. 
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(3)  Walikota menetapkan retribusi IMB berdasarkan 

bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (2). 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian/evaluasi 

dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

(5)  Dihapus. 

 

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23 

 

(1) Walikota menerbitkan permohonan IMB. 

(2) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan 

penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) kepada Dinas PM, PTSP, KUM. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu 

penerbitan IMB diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota 

 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 26 

 

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi pemeriksaan fungsi bangunan, 

persyaratan teknis bangunan, dan keandalan 

bangunan.  

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi peninjauan lokasi, pengecekan 

informasi atas pengaduan masyarakat, dan 

pengenaan sanksi. 



- 14 - 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 

Ditetapkan di  M A D I U N 

pada tanggal 24 September 2018 

 

WALIKOTA MADIUN, 

 

ttd 

 

H. SUGENG RISMIYANTO 

Diundangkan di  M A D I U N 

pada tanggal 24 september 2018 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

 
 

ttd 

 
 

RUSDIYANTO 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  

TAHUN 2018 NOMOR 25/D 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :        

205-34/2018 

 Salinan sesuai dengan aslinya 
 a.n. WALIKOTA MADIUN 

Sekretaris Daerah 

u.b. 
Kepala Bagian Hukum 

 

 
 

BUDI WIBOWO, SH 
Pembina 

NIP.  19750117 199602 1 001 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   34  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  

NOMOR  7  TAHUN 2015 

TENTANG  

BANGUNAN GEDUNG 

 
I. UMUM 

 

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap 

pengaturan, pemberdayaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan 

gedung demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan 

masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, 

berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Hal 

itu didasarkan pemahaman bahwa bangunan gedung adalah tempat 

manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati 

diri manusia. Di samping itu bangunan gedung juga merupakan salah satu 

wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan 

gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus 

memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta 

harus diselenggarakan secara tertib. Pemerintah telah membuat Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang di 

dalamnya mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan 

gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban 

pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap 

penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat 

dan pembinaan oleh pemerintah daerah.  
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Selanjutnya pemerintah juga telah membuat Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang isinya mengatur 

pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan 

bangunan gedung. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara 

teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang 

menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan 

pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. 

 

Pengaturan fungsi bangunan gedung dimaksudkan agar bangunan 

gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya sehingga 

masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi 

persyaratan baik administratif maupun teknis bangunan gedungnya 

dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi 

yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan persyaratan administratif 

dan persyaratan teknisnya.  

 

Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung 

dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan 

administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik 

dan segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan 

bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung 

yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah 

dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung. Kejelasan hak atas tanah 

adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan gedung, meskipun 

dimungkinkan adanya bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik 

orang/pihak lain, dengan penjanjian. Dengan demikian kepemilikan 

bangunan gedung dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu 

adanya pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan 

perundang-undangan tentang kepemilikan tanah. 

 

Agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi bangunan 

gedung lebih efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko 

kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.  
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Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik 

informasi maupun arsitektur dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang 

seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang 

telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan 

bersejarah. 

 

Perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran 

penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di 

bidang jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau 

manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk 

penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung. Oleh karena itu, 

pengaturan bangunan gedung ini juga harus berjalan seiring dengan 

pengaturan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pengaturan tentang bangunan gedung juga memberikan ketentuan 

pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia 

yang sangat beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus 

mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang bangunan 

gedung secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan 

lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai 

semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai 

dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. 

 

Pelaksanaan peran masyarakat yang diatur dalam peraturan 

daerah ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang 

organisasi kemasyarakatan. Sedangkan pelaksanaan gugatan perwakilan 

yang merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelengga-

raan bangunan gedung juga mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan gugatan perwakilan. Pengaturan peran 

masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan 

penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat 

menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi 

pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan 

lingkungannya. 
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Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan bangunan gedung 

dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan 

keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang 

berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat 

diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan 

bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan 

bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam 

meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib 

penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. 

 

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai 

ketentuan dasar pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan 

pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk 

pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa 

konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan 

untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan bangunan 

gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta yang 

dilaksanakan dengan penguatan kapasitas penyelenggara bangunan 

gedung. 

 

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya 

melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak 

dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penegakan 

dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan 

secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 

mempertimbang kan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain. 

 

Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Bangunan Gedung 

merupakan instrumen penting untuk mengendalikan penyelenggaraan 

Bangunan Gedung di wilayah Kota Madiun. Peraturan daerah tersebut 

menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi 

berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik. 
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Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor : 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 6/PRT/M/2017 dan  

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung dipandang sudah tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

 Pasal 1 

  Cukup jelas. 

Angka 2 

 Pasal 21 

  Cukup jelas. 

Angka 3 

 Pasal 23 

  Cukup jelas. 

Angka 4 

 Pasal 26 

  Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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